
BUPATI LAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 37 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMON GAN 
NOMOR 48 TAHUN 2013 

TENTANG 
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI 

(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyaluran pupuk 
bersubsidi di beberapa Kecamatan, telah terjadi peningkatan 
realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan 
Nopember Tahun 2014, maka guna tertib administrasi dan 
kelancaran penyaluran, perlu mengubah Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 48 Tahun 2013 dengan menetapkan 
dalarn Peraturan Bupati. 

I. Un'dang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara 
pada tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4411; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone.sia Nomor 5973); 
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6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5015); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Holtikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 51 70); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nopior 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang 
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

12. Petaturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam 
Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
40 /Permentan/ OT.140 / 4 /2007 ten tang Rekomendasi 
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/ atau Jasa; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan 
Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 491); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
70/Permentan/SR.140/ 10/2011 ten tang Pupuk Organik, 
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 664); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaiuran 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

18. Peraturan Menteri Pertanian 
122/Permentan/SR.130/ 11/2013 tentang 

Nomor 
Kebutuhan 

dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 



Menetapkan 
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20. Keputusan Menteri 
237 /Kpts/OT.210/4/2003 
Pengawasan, Pengadaan, 
Pupuk An-Organik; 

Pertanian 
tentang 

Peredaran dan 

Nomor 
Pedoman 

Penggunaan 

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula 
Pupuk An-Organik; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 84 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi 
Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 55 Seri E); 

23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2013 
tentang Kebutuhan clan Penyaluran Serta Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian Ka bu paten Lamongan Tahun Anggaran 2014 
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 
48). 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
48 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN 
PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) 
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 
Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 48), 
diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal 19 Desember 2014 

Ditetapkan di Lamongan 
Pada tanggal t'1 D("t<"l'>'l!ot"< 2014 

BUPATI L MONGAN, 

F ELI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 37 
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Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor : ~7 Tahun 2014 
Tanggal : l9 O<,,,,.,,,,,,.- 2014 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANJAN 
Satuan · Ton 

Kecamatan 
Kebutuhan Pu uk 

UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK 
2 3 4 5 6 7 

Sukorame 1.010 239 451 1.025 530 
Bluluk 1.374 308 647 1.413 686 
Ngimbang 1.463 295 897 1.681 661 
Sambeng 2.320 563 1.385 2.704 870 
Mantua 2.063 386 1.639 2.715 575 
Kembangbahu 2.904 464 973 1.927 654 
Sue:io 2.443 490 1.193 2.487 1.111 
Kedungoring 2.281 631 1.199 2.203 1.263 
Modo 1.694 500 907 1.944 1.165 
Babat 2.013 319 311 1.804 717 
Pucuk 1.695 446 516 1.384 857 
Sukodadi 1.890 506 616 1.299 982 
Lamongan 2.037 458 234 919 604 
Tikung 2.725 712 905 2.060 750 
Sarireio 1.547 366 311 1.036 518 
Deket 3.029 1.083 107 509 581 
Glagah 3.410 1.329 90 452 624 
Karane:binanm 1n 3.849 1.088 286 982 727 
Turi 4.115 1.429 309 1.058 689 
Kalitengah 2.921 963 155 801 579 
Karanooenene: 2.922 880 420 1.080 751 
Sekaran 2.004 347 316 1.663 717 
Maduran 1.446 394 268 921 539 
Laren 2.732 757 349 1.485 745 
Solokuro 1.834 133 362 1.320 483 
Paciran 1.115 52 444 900 502 
BrondonQ: 1.454 216 596 1.481 637 

Jumlah 59,289 15,355 15,975 39,252 19,532 

BUPATI: MONGAN, 

~ >ELI 


